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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Variabel Retribusi Jasa Umum (X1) dan variabel Retribusi Jasa Usaha (X2) 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Sedangkan variabel Retribusi Perizinan Tertentu (X3) tidak berpengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Variabel Retribusi Jasa Umum (X1) berpengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel Retribusi Jasa Usaha (X2) 

dan variabel Retribusi Perizinan Tertentu (X3) tidak berpengaruh secara parsial 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

3. Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0.130843 artinya bahwa 13,08 persen 

variabel terikat Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variabel 

independen Retribusi Jasa Umum (X1), Retribusi Jasa Usaha (X2) dan Retribusi 

Perizinan Tertentu. Sedangkan 86,92 persen (100-13,08) sisanya dijelaskan oleh 

hal-hal lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. 

6.2 Saran 

Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya lebih giat lagi 

dalam memberikan sosialisasi terkait Pembayaran Iuran, baik itu Pajak, Retribusi 

Daerah atau berbagai sumber pendapatan daerah yang nantinya mampu 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya  

membayar iuran untuk membangun kesejahteraan bersama. 
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